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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan atau upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam hal barang, jasa, atau layanan administratif. Pelayanan Publik kini 

telah menjadi isu sentral dalam pembangunan di Indonesia. Perkembangan pelayanan 

publik memang selalu aktual untuk diperbincangkan. Pada dasarnya memang 

manusia membutuhkan pelayanan, konsep pelayanan ini akan selalu berada pada 

kehidupan setiap manusia. Saat ini, tingkat globalisasi semakin meningkat dan jelas 

memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Begitu pula pelayanan 

publik juga mengalami perkembangan yang pesat, sehingga pelayanan tidak lagi 

bersifat manual, melainkan online. Selain itu, perkembangan TI di bidang pelayanan 

telah mengarah pada sistem identitas digital, yang manfaatnya mulai kita lihat. Dari 

yang tadinya manual, perlahan mulai menjadi digital. 

Di era digital saat ini, penguasaan terhadap teknologi informasi menjadi suatu 

keharusan. Perkembangan teknologi digital yang berkembang secara pesat tentunya 

telah dirasakan tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga dapat dirasakan pada lingkup 

pemerintahan. Fungsi pemerintah juga ikut berkembang serta pemerintah dituntut 

untuk memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dengan harapan 

pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan mudah. Kebutuhan akan 

perubahan dalam bidang pelayanan publik di era digital merupakan transformasi dari 
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ranah manual menjadi ranah digital yang dimana akses publik dalam hal 

pelayanan dapat diakses hanya dengan melalui gadget. (Firmansyah & 

Anisykurlillah, 2023) 

Terwujudnya pelayanan publik yang baik tergantung pada kondisi birokrasi 

di suatu negara. Kondisi birokrasi memberikan iklim khusus bagi terselenggaranya 

pelayanan publik secara maksimal. Di sektor publik, inovasi sangat penting untuk 

pengembangan pelayanan publik. Inovasi muncul sebagai produk baru dan 

menggantikan metode lama. Dengan demikian, setiap pelayanan publik khususnya 

pada prinsipnya harus mengandung inovasi baru.  

Selanjutnya, Dalam (Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009) Tentang 

Pelayanan Publik pada Pasal 1 dan ayat (1) disebutkan bahwa pelayanan publik 

merupakan kegiatan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang 

berkualitas sesuai dengan  landasan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  

warga  negara. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik harus berlandaskan asas 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan agar mampu mewujudkan 

kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. 

Jika dianalisa secara khusus, pelayanan adalah pemberian hak-hak dasar 

kepada masyarakat atau warga negara sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya 

yang diatur dengan undang-undang. Pelayanan berarti melayani orang yang dilayani. 

Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan atau pengabdian secara 

profesional serta proporsional. Bentuk dan cara pelayanan juga merupakan bagian 

makna yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan berarti 
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memberikan perhatian penuh kepada individu yang dilayani untuk mencapai 

kepuasan dan manfaat yang diharapkan. 

Dalam era Revolusi Industri 4.0, penerapan teknologi digital menjadi salah 

satu tuntutan utama dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan 

publik. Teknologi memungkinkan pemerintah untuk mempercepat proses pelayanan, 

mengurangi beban administratif, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi 

masyarakat. Khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan, keberadaan 

dokumen identitas yang mudah diakses, aman, dan efisien sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat sebagai dasar untuk mengakses berbagai layanan publik dan swasta. 

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) sebagai solusi inovatif yang diharapkan mampu mempercepat transformasi 

digital dalam pelayanan KTP elektronik (e-KTP).  

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam 

Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan program 

pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang berbasis digital. Pemerintah 

menerapkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2022 

sesuai dasar Hukum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 

Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan 

Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas 

Kependudukan Digital. Tertulis pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan KTP-el berbentuk 

fisik dan/atau digital. Selanjutnya pada ayat (2), KTP-el berbentuk digital 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital 

yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada 
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seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut 

merupakan orang yang bersangkutan. 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah layanan digital yang 

memungkinkan masyarakat memiliki akses ke identitas kependudukannya secara 

elektronik melalui aplikasi berbasis perangkat seluler. Program ini merupakan bagian 

dari komitmen pemerintah dalam mendorong digitalisasi layanan publik, khususnya 

di sektor kependudukan. Dengan adanya IKD, masyarakat tidak hanya lebih mudah 

dalam mengakses data kependudukan, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai 

kemudahan dalam layanan administrasi tanpa harus bergantung pada dokumen fisik. 

IKD juga diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala dalam pelayanan e-KTP 

konvensional, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, proses yang memakan 

waktu, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pelayanan. 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki manfaat yang sangat positif di 

era teknologi dan globalisasi saat ini. Pertama, dalam hal efisiensi pelayanan publik, 

IKD memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kependudukan dengan 

lebih cepat dan praktis. Proses verifikasi identitas yang biasanya memakan waktu 

dapat dipersingkat karena semua data telah terintegrasi secara digital. Kedua, IKD 

memberikan kemudahan akses, karena dapat diakses melalui perangkat digital seperti 

ponsel. Masyarakat tidak perlu lagi membawa dokumen fisik seperti KTP, sehingga 

mempermudah interaksi dalam berbagai layanan, baik publik maupun swasta. 

Ketiga, penggunaan IKD dilengkapi dengan fitur keamanan yang lebih baik, seperti 

enkripsi data, yang berfungsi untuk mengurangi risiko pemalsuan identitas atau 

penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, IKD mendukung proses transformasi digital 

di berbagai sektor, seperti perbankan, e-commerce, dan layanan pemerintahan. Hal 
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ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah melakukan transaksi secara online 

di era globalisasi. Terakhir, IKD membantu meningkatkan keamanan dan akurasi 

dalam verifikasi identitas, baik untuk keperluan layanan publik maupun transaksi 

online, sehingga dapat mengurangi risiko penipuan. Dengan berbagai manfaat 

tersebut, IKD menjadi inovasi yang relevan dan diperlukan dalam mendukung 

kehidupan masyarakat yang semakin digital. 

Berikut ini merupakan bentuk aplikasi Identitas Kependudukan Digital Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri.  

Gambar 1 Bentuk Aplikasi IKD 

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur sebagai 

penyelenggara layanan publik memiliki peran penting dalam mewujudkan 

transformasi digital melalui implementasi IKD. Dalam penerapannya, kinerja 

pelayanan IKD harus mampu memenuhi standar kualitas pelayanan publik yang baik, 

efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong kepuasan dan kepercayaan masyarakat 

terhadap layanan kependudukan. Namun, tantangan dalam pelaksanaan IKD tetap 

ada, termasuk kesiapan aparatur, infrastruktur teknologi, dan tingkat literasi digital 

masyarakat. 
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Sehubung dengan pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kepala 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur Bapak H. Mursal, 

SH., MM menargetkan 25 persen kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

dari jumlah pemilik atau yang sudah mempunyai KTP-el, pelaksanaan serta target 

tersebut dimulai dari Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Data Aktivasi IKD 

Jumlah warga wajib e-ktp Jumlah warga yang sudah aktivasi IKD Tahun 

490.321 1.500 2023 

Sumber : Data dari dispendukcapil OKU Timur diolah oleh penulis 

Dalam Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur terus berupaya untuk mencapai target 

yang telah ditentukan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terhadap 

pengunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yakni diantaranya mendatangi 

beberapa instansi pemerintahan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Oku Timur untuk aktivasi penggunaan IKD.  

Namun, hingga saat ini, kinerja pelayanan dalam  mendorong penggunaan IKD di 

Kabupaten OKU Timur masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data dari 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, dari 409.321 

warga wajib e-KTP, baru sekitar 1.500 orang atau kurang dari 1% yang telah 

melakukan aktivasi IKD. Angka ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam 

pelaksanaan IKD, seperti kurangnya sosialisasi, minimnya infrastruktur teknologi, 

aksesibilitas internet yang terbatas, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap manfaat IKD. 
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Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan 

program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten OKU Timur. 

Sosialisasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan 

masyarakat mengetahui keberadaan program IKD, memahami cara mengakses dan 

menggunakan aplikasi, serta menyadari manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun, kenyataannya, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur masih belum optimal. 

Infrastruktur teknologi yang belum memadai menjadi hambatan  dalam 

pelaksanaan IKD. Di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan, ketersediaan 

perangkat keras seperti komputer, server, dan perangkat pendukung lainnya masih 

sangat terbatas. Hal ini menyulitkan petugas untuk memberikan layanan secara 

optimal, sehingga proses aktivasi dan pemanfaatan IKD menjadi terhambat. Selain 

itu, minimnya investasi dalam teknologi membuat proses digitalisasi administrasi 

kependudukan berjalan lambat. 

Ketersediaan akses internet yang belum merata di Kabupaten OKU Timur juga 

menjadi kendala besar. Di banyak wilayah pedesaan, jaringan internet tidak stabil 

atau bahkan tidak tersedia sama sekali, sehingga masyarakat kesulitan mengakses 

aplikasi IKD. Hal ini membuat proses aktivasi dan penggunaan IKD hanya dapat 

dilakukan oleh mereka yang tinggal di daerah dengan koneksi internet yang baik, 

sementara sebagian besar warga lainnya masih terisolasi dari sistem ini. 

Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah menjadi kendala juga. 

banyak warga belum memahami manfaat dan keunggulan program ini, sehingga 

mereka cenderung tetap menggunakan sistem manual. Selain itu, masyarakat juga 
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khawatir tentang keamanan data pribadi dan ragu apakah teknologi ini benar-benar 

mempermudah urusan administrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih 

efektif, seperti memperbanyak sosialisasi, memberikan edukasi yang jelas, dan 

memastikan program ini transparan agar masyarakat lebih percaya dan mau beralih 

ke sistem digital. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur telah 

berupaya untuk meningkatkan angka aktivasi IKD dengan berbagai cara, seperti 

mengunjungi instansi-instansi pemerintahan di Kabupaten OKU Timur guna 

melakukan sosialisasi dan memfasilitasi aktivasi IKD bagi para pegawai. Meskipun 

demikian, rendahnya tingkat aktivasi IKD menandakan bahwa kinerja pelayanan ini 

masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek edukasi, literasi digital, serta 

peningkatan infrastruktur teknologi yang memadai. 

Rendahnya angka aktivasi IKD menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana 

kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten OKU Timur dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor 

seperti pemahaman masyarakat terhadap manfaat IKD, kesiapan infrastruktur, dan 

efektivitas sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Disdukcapil menjadi aspek-

aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan transformasi digital e-KTP ini. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja pelayanan 

IKD dalam mendorong transformasi digital e-KTP di Kabupaten OKU Timur. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengambil penelitian 

dengan Judul “KINERJA PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN 

DIGITAL (IKD) DALAM MENDORONG TRANSFOMASI DIGITAL E-KTP 
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DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 

OKU TIMUR”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan 

sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah “Bagaimana Kinerja Pelayanan 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Tranformasi Digital e-

KTP Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur”.  

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pelayanan 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Transformasi Digital e-

KTP Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Secara Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh civitas akademika 

jurusan Ilmu Administrasi Publik serta untuk mengetahui bagaimana kinerja 

layanan publik khususnya pada aplikasi IKD dalam mendorong transformasi 

transformasi e-KTP  di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten 

OKU Timur.  

2) Secara Praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau 

sumbangan pemikiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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Kabupaten OKU Timur dalam meningkatkan kinerja pelayanan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) dalam mendukung transformasi digital e-KTP, 

penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan 

terkhusus dalam program ini. 
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